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Tesis dengan judul “.PENERAPAN ASSESMENT TERHADAP PENGGUNA 
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PERKARA PIDANA 
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA 
NOMOR: 225/PID.SUS/2013/PN. SMG). 
       Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan 
sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Sebab 
berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, memberikan kewenangan bagi 
hakim untuk menentukan akan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan  
rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut. 
       Berdasarkan hasil penelitian double track system dalam perumusan 
sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, 
karena berdasarkan tinjauan victymologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai 
self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victymologi tetap menetapkan 
penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak 
pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh karena itu, maka pecandu 
narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, 
karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka 
ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double 
track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika adalah paling tepat. 
    Selanjutnya Penulis menyampaikan beberapa saran Bahwa antara 
penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana 
dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat 
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, 
terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses asesment 
atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukan apakah ada 
ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di 
dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum (Penyidik, 
Penuntut Umum dan Hakim) diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian 
dalam memutus perkara sehingga di mungkinkan para pecandu /korban 
penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan tindakan dengan melalui tahapan 
rehabilitasi yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban 
penyalahguna Narkotika melalui proses asesment tersebut serta jumlah kadar 
Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, 
sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam  
Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 










Thesis title. ASSESSMENT OF APPLICATION OF NARCOTICS AND 
PSYCHOTROPIC USERS IN CRIMINAL CASE (CASE STUDY ON COURT 
CASE IN SEMARANG NUMBER: /PID.SUS/2013/PN. SMG). 
Determination sanctions against drug addicts, whether to apply penal sanctions 
or measures, determination is in the hands of judges. Because under the 
provisions of the narcotics law, giving authority to the judges to decide would 
impose imprisonment or rehabilitation measures against the drug addicts. 
Based on the results of double track system in the formulation of sanctions against 
the crime of drug abuse is the most appropriate, because it is based on a review 
victymologi that drug addicts are as self-victimizing victims are victims as 
perpetrators, victymologi still define drug abuse as a victim, although the victim 
of a criminal offense / crime they do theirself. therefore, the drug addict who is 
also a victim worthy of protection. However, due to drug addicts as well as 
perpetrators of a crime/crime then they must be punished, because of this reason, 
it is said that the double track system in the formulation of sanctions against the 
crime of drug abuse is the most appropriate. 
Furthermore Writer convey some suggestion that among abusers, addicts and 
victims of drug abusers referred to in Law No. 35 of 2009 which was then 
clarified by the Appellate Court of the Republic of Indonesia (SEMA RI) No. 4 In 
2010, there is a clear distinction and can be proven through the process asesment 
or testing of the Narcotics indicating whether there is a high dependence on 
narcotics or vice versa, so that in the handling of the case of narcotics, law 
enforcement (Investigator, Public Prosecutor and Judge) is expected to optimize 
the evidence in deciding the case so that in the possible addicts / abusers of 
narcotics can be taken through the stages of rehabilitation-related qualifications 
abusers, addicts or victims of abusers of narcotics through asesment is and the 
number of levels of Narcotics owned by the User as defined in Circular of the 
Supreme Court of the Republic of Indonesia (SEMA RI) No. 4 of 2010, so that 
later can be precisely dropped imprisonment set forth in Article 127 or drop the 
rehabilitation measures referred to in Article 103 of Law No. 35 Year 2009 on 
Narcotics. 
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